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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Dinda Sabrina 

NIM   : 202110110311354 

Judul   : EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA  

     PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN  

     MALANG TAHUN 2024 

Pembimbing  : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn. 

     2. Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. 

 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi langsung 

di tingkat daerah seharusnya menjadi ajang kompetisi yang dilaksanakan secara 

free and fair. Namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran dan 

kecurangan yang mempengaruhi kemurnian dari pelaksanaan pilkada itu sendiri. 

Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan 

tinggi, masih dijumpai beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang 

secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada salah satu paslon dan 

pelibatan anak dalam proses kampanye yang dilakukan oleh salah satu paslon. 

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima dan 

menindaklanjuti laporan atau temuan, bersama dengan Sentra Gakkumdu 

seyogyanya bersikap aktif dalam penanganan pelanggaran khususnya dalam hal ini 

tindak pidana pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan serta hambatan yang 

mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan di Kabupaten 

Malang tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan 

menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dipadukan dengan 

data yang di dapatkan di lapangan dengan bahan-bahan hukum baik primer, 

sekunder maupun tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan 

tindak pidana pemilihan di Kabupaten Malang belum sepenuhnya berjalan efektif 

karena belum terpenuhi faktor-faktor efektivitas hukum. Perbaikan yang dapat 

dilakukan dalam proses penanganan pelanggaran yaitu pembaruan dan 

penyempurnaan undang-undang pemilu yang lebih operasional, peningkatan 

kapasitas penegak hukum serta penguatan independensi lembaga berwenang, 

peningkatan sarana dan fasilitas termasuk pengembangan sistem pelaporan yang 

transparan dan penggunaan teknologi dalam memantau pelanggaran, sosialisasi dan 

pendidikan hukum kepada masyarakat lebih diperkuat agar meningkatkan 

partisipasi aktif dan pemahaman hak-hak mereka dalam melaporkan pelanggaran. 

Kata Kunci: Efektivitas, Tindak Pidana Pemilihan, Kepala Daerah, Kabupaten 

Malang 

  



 

vii 
 

ABSTRACT 

 

Nama   : Dinda Sabrina 

NIM   : 202110110311354 

Title   : The Effectiveness of Handling Criminal Acts in the  

     Regional Head Election in Malang Regency in 2024 

Supervisor  : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn. 

     2. Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. 

 

The Regional Head Election (Pilkada) is a form of direct democracy at the regional 

level and should be conducted in a free and fair manner. However, violations and 

fraud often occur, undermining the integrity of the election process. Malang 

Regency, as a region with high vulnerability, still faces violations, such as village 

heads openly supporting a candidate pair and involving children in the campaign 

process. The Election Supervisory Body (Bawaslu), with the authority to receive 

and follow up on reports, along with Sentra Gakkumdu, should play an active role 

in addressing violations, particularly electoral criminal offenses. This study aims 

to analyze the effectiveness of handling electoral criminal offenses and the 

obstacles affecting the process in Malang Regency in 2024. Using an empirical 

juridical method, the research combines field data with primary, secondary, and 

tertiary legal sources. The findings indicate that handling electoral criminal 

offenses in Malang Regency has not been fully effective due to unmet factors of 

legal effectiveness. Improvements in the violation handling process include 

updating and refining election laws to be more operational, enhancing law 

enforcement capacity, strengthening the independence of relevant institutions, 

improving facilities and infrastructure, developing a transparent reporting system, 

and utilizing technology to monitor violations. Additionally, strengthening public 

socialization and legal education will help increase active participation and public 

awareness of their rights to report violations. 

Keywords: Effectiveness, Electoral Criminal Offenses, Regional Head, Malang 

Regency 
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